BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN), mengamanatkan agar aparatur negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan tersebut antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu terus dilakukan.

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan dengan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan termasuk masyarakat dunia usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa.
Proyek peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization/SCBD) adalah berupaya mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas institusi Pemda sehingga dapat mencapai tata pemerintahan yang baik (Good Governace). Oleh karenanya, proyek SCBD diharapkan dapat membawa perubahan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelompok masyarakat bisnis adalah bagian dari kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan mendasar pemerintahan, mulai dari proses perizinan hingga kepada penciptakan pengembangan usaha. Oleh karena itu, salah satu upaya pengukuran kinerja pemerintahan adalah pengukuran pelayanan yang diterima oleh masyarakat dunia usaha.

B. Masalah

1. Bagaimanakah kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik mendasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha?

2. Bagaimanakah area pelayanan publik mendasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha yang masih memerlukan perbaikan?

C. Tujuan 
            Survei Kepuasan Pelanggan Dunia Usaha bertujuan untuk:

1. Mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik mendasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

2. Mengidentifikasi area pelayanan publik mendasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha yang masih memerlukan perbaikan selama periode pelaksanaan proyek SCBD.
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